Lampiran A1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS Il Tahun 2015 pada Pemerintah Pusat

Nomor Urut ‘ Entitas ‘ Jml ‘ Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi |
1 1 Kementerian 1 Pemanfaatan dan Pengamanan serta Pengalihan Status Penggunaan
Pertahanan Aset (Barang Milik Negara) TA 2014 dan 2015 (s.d. Semester |) pada Ke-
menterian Pertahanan dan Mabes TNI serta Instansi Terkait
2 1 Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang/ Jasa dan Belanja
Modal TA 2013, 2014, dan 2015 pada Direktorat Jenderal Potensi Per-
tahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dan Pusat Data dan
Informasi Kementerian Pertahanan
2 3 Markas Besar 1 Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan
TNI Republik Indonesia di Den Haag
4 1 Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan
Republik Indonesia di Roma
5 1 Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan
Republik Indonesia di Pretoria
3 6 TNI Angkatan 1 Manajemen Aset pada Lingkungan TNI AU
Udara
4 7 TNI Angkatan 1 Pemanfaatan Barang Milik Negara Tanah dan Bangunan pada TNI Ang-
Laut katan Laut dan Jajaran Terkait
5 8 TNI Angkatan 1 Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah
Darat serta Aset Gedung dan Bangunan s.d. Semester Il Tahun 2015 pada Unit
Organisasi TNI Angkatan Darat
6 9 Kementerian 1 Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI
Luar Negeri Stockholm di Jakarta dan Swedia
10 1 Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada PTRI
Jenewa di Swiss
11 1 Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI
Oslo di Jakarta dan Norwegia
12 1 Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI
Wina di Austria
13 1 Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan PNBP Tahun 2014 dan 2015
pada KBRI Bratislava di Slovakia
14 1 Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI
Athena di Yunani
15 1 Pengelolan Aset, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tahun
2014 dan 2015 pada KIRI Cape Town di Jakarta dan Afrika Selatan
16 1 Pengelolan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun
2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma di Italia
17 1 Pengelolan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada KJRI Chicago di Amerika Serikat
18 1 Pengelolan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pa-
jak Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Washington D.C. di Amerika Serikat
19 1 Pengelolan Aset, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tahun
2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Ja-
karta dan Afrika Selatan
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20 1 Pengelolan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun
2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brusselss di
Belgia
21 1 Pengelolan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun
2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag di
Belanda
22 1 Pengelolan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia
Praha di Republik Ceko
Jumlah 22
Komisi Il
1 23 Kementerian 1 Kinerja atas Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Negeri Mandiri Pedesaan TA 2010-2014 dalam Rangka Mendukung Program
Penanggulangan Kemiskinan Nasional pada Kementerian dalam Negeri
dan Instansi Terkait
24 1 Kinerja atas Efektivitas Pembinaan Direktorat Pelaksanaan dan Pertang-
gungjawaban Keuangan Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah pada Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri serta Intansi
Terkait
25 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Mo-
dal TA 2015 pada Kementerian dalam Negeri di Jakarta, Kepulauan Riau,
Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah
2 26 Kementerian 1 Kinerja Prona pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perta-
Agraria dan nahan Nasional (BPN) TA 2013, 2014, dan Semester | 2015
Tata Ruang/ Ba-
dan Pertanahan
Nasional
3 27 Ombudsman 1 Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas TA 2013, 2014, 2015 pada Om-
Republik Indo- budsman RI di Jakarta
nesia
4 28 Kementerian 1 Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2013 s.d. Semester
Sekretariat | Tahun 2015 pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga
Negara Gelora Bung Karno di Jakarta
29 1 Pendapatan, Biaya, Investasi dan Kerja Sama Tahun 2012 s.d. Semester |
2015 pada Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia
Indah (BPP TMII) di Jakarta
Jumlah 7
Komisi Il dan V
1 30 Kementerian 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan Semester
Desa, Pemba- | Tahun 2015 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
ngunan Daerah dan Transmigrasi
Tertinggal dan
Transmigrasi
Jumlah 1
Komisi 11
1 31 Mahkamah 1 Kinerja Pelayanan Peradilan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Konstitusi TA 2013 dan 2014 pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta
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2 32 Kepolisian Ne- 1 Kinerja atas Kegiatan Pengawasan Izin Penggunaan Senjata Api Non Or-
gara Rl ganik TNI/Polri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2013
s.d. Semester | Tahun 2015

33 1 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan
Umum Tahun 2014 s.d. Semester | Tahun 2015 pada RS Bhayangkara Tk.
| Raden Said Sukanto Kepolisian Negara Republik Indonesia

34 1 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan
Umum Tahun 2014 s.d. Semester | Tahun 2015 pada RS Bhayangkara
Tk.Il Samsoeri Mertojoso Surabaya, Bhayangkara Tk Ill Pusdik Sabhara
Porong dan Bhayangkara Tk Ill Tulungagung Kepolisian Negara Republik
Indonesia

35 1 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan
Umum Tahun 2014 s.d. Semester | Tahun 2015 pada RS Bhayangkara
Tk.Il Mappaoudang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3 36 Kejaksaan Rl 1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal)
serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan
2015 (s.d. Mei 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di
Lingkungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Instansi
Terkait

37 1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal)
serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan
2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejak-
saan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung serta Instansi Terkait

38 1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal)
serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan
2015 (s.d. Juni 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di
Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait

39 1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal)
serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan
Semester | 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Ling-
kungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait

40 1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal)
serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan
Semester | 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Ling-
kungan Kejaksaan Tinggi Lampung serta Instansi Terkait

41 1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal)
serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan
2015 (s.d. Juni 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di
Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Instansi Terkait

4 42 Kementerian 1 Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan
Hukum dan Semester | 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
HAM Asasi Manusia Jawa Barat di Bandung
43 1 Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan

Semester | 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya

44 1 Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan
Semester | 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sumatera Utara di Medan
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45 1 Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan
Semester | 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Lampung di Bandar Lampung
46 1 Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan
Semester | 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Bengkulu di Bengkulu
5 47 Mahkamah 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan Semester
Agung | TA 2015 pada Badan Peradilan di Bawah MA di Jakarta, Jawa Barat,
Sulawesi Tengah dan Maluku Utara
6 48 Maijelis Per- 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan 2015 pada
musyawaratan MPR di Jakarta
Rakyat
Jumlah 18
Komisi IV
1 49 Kementerian 1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan TA 2013 s.d. Se-
Kelautan dan mester | 2015 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian
Perikanan Kelautan dan Perikanan
Jumlah 1
Komisi IV dan VII
1 50 Kementerian 1 Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 dan TA 2015 (Semester 1) pada
Lingkungan Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan
Hidup dan Hutan dan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)
Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Sumatera
Utara, Jambi, Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan
Jumlah 1
Komisi V
1 51 Kementerian 1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013, 2014 dan 2015 pada Satuan
Perhubungan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera
Utara
52 1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013 dan 2014 pada Satuan Kerja
Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara serta TA 2015 pada Balai
Teknik Perkeretaapian Kelas Il Wilayah Sumatera Bagian Utara Ditjen
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara
53 1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013 dan 2014 pada Satuan Kerja
Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Selatan dan TA 2015 pada
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan Ditjen
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah 3
Komisi VI
1 54 Kementerian 1 Kinerja Efektivitas Penerbitan Perizinan Impor Garam pada Kementerian
Perindustrian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya
& Kementerian Tahun 2014 s.d. Semester | 2015 di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan
Perdagangan Jawa Timur
Jumlah 1
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Komisi VI dan XI
1 55 Kementeri- 1 Kinerja atas Efektivitas Pemberian Fasilitas Penjaminan KUR untuk Me-
an Keuangan, ningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM dalam Rangka Mendukung
Kementerian Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 s.d. Semester | Tahun 2015
Koperasi dan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keu-
Usaha Kecil dan angan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan
Menengah Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk., dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), serta Instansi
Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
Jumlah 1
Komisi VII
1 56 Kementerian 1 Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan dengan Sasaran Penduduk
Energi dan Miskin TA 2012 s.d. 2015 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta,
Mineral Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Papua
2 57 LIPI 1 Kinerja atas Efektivitas Program Penelitian Prioritas Nasional dalam
Mendukung Program Ketahanan Pangan pada Lembaga IImu Pengetahu-
an Indonesia
3 58 Kementeri- 1 Travel Expenditures Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM IPTEK atas
an Riset dan Pelaksanaan Loan International Bank for Reconstruction and Develop-
Teknologi (Bi- ment (IBRD) Nomor 8245-ID Tahun 2013 dan 2014 pada Research and
dang Ristek) Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset dan
Teknologi di Jakarta
Jumlah 3
Komisi VIII
1 59 Kementerian 1 Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-
Sosial 2014 pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
60 1 Kinerja atas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Kerangka
Penanggulangan Kemiskinan Nasional TA 2010 — 2014 pada Kementeri-
an Sosial, Unit-Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan dan Instansi
Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Nusa Teng-
gara Barat, dan Maluku
2 61 Kementerian 1 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru TA (TA) 2014
Agama dan Semester | TA 2015 pada Kementerian Agama, Kantor Wilayah Ke-
menterian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten
dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera
Utara, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan
62 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Mo-
dal TA 2014 dan 2015 pada Perguruan Tinggi Agama Negeri Kementeri-
an Agama di Jambi, Jateng, Jatim, Sulsel dan Maluku
63 1 Penyelenggaraan lbadah Haji Khusus Tahun 1436 H/2015 M pada Ke-
menterian Agama, Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Rl dan Instansi
Terkait Lainnya
3 64 Badan Nasional 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2013, 2014 dan 2015
Penanggulan- (Semester |) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
gan Bencana
Jumlah 6

Lampiran IHPS Il Tahun 2015




Nomor Urut ‘ Entitas ‘ Jml ‘

Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi IX
1 65 BPJS Kesehatan Kinerja atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan TA 2014 s.d. TA 2015
2 66 Kementerian Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
67 Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional atas
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
68 Kinerja Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo TA
2014 dan Semester | 2015
69 Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah
Sakit Umum Pusat Fatmawati
70 Kinerja Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 1436 H/2015 M pada Kemente-
rian Kesehatan dan Instansi Lainnya
3 71 BPOM Kinerja atas Efektivitas Koordinasi Pengawasan Obat dan/atau Makanan
oleh Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
TA 2014 dan Semester | TA 2015
4 72 Kementerian Kinerja atas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Ketenagaker- Skema Private to Private Tahap Masa Penempatan
jaan
73 Pengelolaan Aset/ Barang Milik Negara Tahun 2014 s.d. Semester | Ta-
hun 2015 pada Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta
Jumlah
Komisi X
1 74 Kementerian Kinerja Pelayanan Pendidikan Terkait Buku, Buku Berbasis Kurikulum
Pendidikan dan 2013 dan Sarana Prasarana Pendidikan pada Kementerian Pendidikan
Kebudayaan dan Kebudayaan Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester |)
75 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan
Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan
2014 (Semester 1)
2 76 Perpustakaan Efektivitas Pengelolaan dan Jasa Pelayanan Bahan Pustaka pada Deputi
Nasional Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan
Republik Indo- Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 s.d. Oktober 2015 di Jakarta
nesia
3 77 Kementeri- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan
an Riset dan 2015 pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan
Teknologi dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Sebelas Maret di Jakarta dan
(Bidang Pendi- Surakarta
dikan Tinggi)
78 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan
2015 pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan de-
ngan Kemenristekdikti) dan Universitas Jember di Jakarta dan Jember
79 Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 pada Satuan
Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sebelum dan Sesudah
Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Sriwijaya di
Jakarta dan Palembang

IHPS Il Tahun 2015

Lampiran




Nomor Urut ‘ Entitas ‘ Jml ‘ Laporan Hasil Pemeriksaan

80 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan
2015 (s.d. 31 Agustus 2015) pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan
Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Nege-
ri Malang di Malang

81 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan
2015 (Semester 1) pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Peng-
gabungan dengan Kemenristekdikti), Kopertis Wilayah Ill dan Kopertis
Wilayah IV di Jakarta dan Bandung

82 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan
2015 pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan
dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Diponegoro di Jakarta dan
Semarang

4 83 Kementerian 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan 2015 (Se-
Pemuda dan mester |) pada Kemenpora
Olahraga

Jumlah 10

Komisi XI

1 84 Kementerian 1 Efektivitas Penyusunan dan Penetapan APBN/P TA 2014 s.d. 2016 da-
Keuangan lam Rangka Mendukung Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah pada
Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Na-
sional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instansi Terkait
Lainnya di Jakarta

85 1 Pengendalian Internal Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Berbasis Akrual (Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR) pada
Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Dae-
rah

86 1 Efektivitas Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Impor
dan Cukai untuk Menjamin Integrasi, Akurasi, Kelengkapan dan Validitas
Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan
Instansi Vertikal di Bawahnya

87 1 Efektivitas Kegiatan Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
Terkait Penerimaan dan Piutang Pajak serta Penyajiannya dalam La-
poran Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal di
Bawahnya

88 1 Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Keuangan Tahun 2012-2015
dalam Rangka Mendukung Visi dan Misi Kementerian Keuangan pada
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan Komite Pengarah
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan di Jakarta

89 1 Penerimaan Pajak Sektor Minyak dan Gas Bumi serta Mineral dan Batu
bara TA 2010 s.d. Semester | 2015 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak, Kantor Wilayah DJP Terkait, dan Instansi Vertikal di Bawahnya,
serta Instansi Terkait

90 1 Program Sunset Policy TA 2008 dan 2009 pada Kantor Pusat Direkto-
rat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Terkait, dan Instansi Vertikal di
Bawahnya, serta Instansi Terkait
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91

1

Laporan Hasil Pemeriksaan

Kegiatan Pencetakan dan Pengawasan Pita Cukai serta Perhitungan
Penerimaan Cukai dan Pajak Terkait Hasil Tembakau dan Minuman
Mengandung Etil Alkohol TA 2011 s.d. Semester | Tahun 2015 pada
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tanjung
Priok, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
Kudus, Pasuruan, Kediri, Tangerang, Ngurah Rai, dan Jakarta, Kantor Pe-
layanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua, KPP Madya Semarang, KPP
Madya Surabaya, dan KPP Madya Malang serta Instansi Terkait (*)

LKPP

Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue) TA
2014 s.d. 2015 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Peme-
rintah (LKPP) dan Instansi Terkait

Jumlah

Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat
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